BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kekuasaan Bupati
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu melimpahkan kekuasaan kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




10.

11,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN
BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025.

Melimpahkan Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah
Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; dan

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah. '




KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab
kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 Jjadluart 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
7o 3 )

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara
Sabak.

4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara
Sabak.




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPADA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a.
b.
Mengingat - 1R
3.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati
Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, perlu melimpahkan kekuasaan kepada Kepala
Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN
BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

Melimpahkan kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;




d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan  sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j.  melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

Menyusun laporan  keuangan  yang  merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, Kepala Badan Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Bupati
Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

=0

RSO0 TP

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Jandart 2025

BUPAT};&@I’@G, ABUNG TIMUR,

4

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara
Sabak.




Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3% TAHUN 2025

TENTANG
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kuasa
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir




10.

¥l

12.

13.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);




Menetapkan

KESATU

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025.

Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1.

Nama : REZA PAHLEVI, A.Md

NIP : 197011212000031002

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (II1.d)

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan pada
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten  Tanjung  Jabung
Timur

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tugas
sebagai berikut:

a.
b. menyiapkan SPD;

€.

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Lot |

menyiapkan anggaran kas;
menerbitkan SP2D;

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan

dalam pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan

i.

3

mengelola/ menatausahakan investasi;

.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA

atas beban APBD;

melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah; dan

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :

a.

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD
untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam

C.

mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.




2. Nama ; H. R. FERRY, SE
NIP : 197107162000121001
Pangkat/Gol Penata Tk. I (III.d)
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

Daerah pada Badan Keuangan
Daerah  Kabupaten  Tanjung
Jabung Timur

sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tugas
melakukan penagihan piutang daerah.

KEDUA * Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Bendahara Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

IT HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara
Sabak.

4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara

Sabak.



Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI

1:

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Pejabat yang diberi wewenang
menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68356);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);




13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Bidang Keuangan Badan Keuangan Daerah sebagai
Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana
apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Bidang
Keuangan Badan Keuangan Daerah berhalangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang diberi wewenang
menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

i Q«;
H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bank Jambi Cabang Muara Sabak di Muara Sabak.




Menimbang

Mengingat

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR § TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN BANK JAMBI CABANG MUARA SABAK
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH

a.

1.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menunjuk Bank Jambi Cabang Muara Sabak sebagai
Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK JAMBI
CABANG MUARA SABAK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN
UANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menunjuk Bank Jambi Cabang Muara Sabak sebagai Tempat
Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muars

R ‘ o S y

& —

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bank Jambi Cabang Muara Sabak di Muara Sabak.







10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran atau
Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa Pengguna
Anggaran/Barang setidak-tidaknya dalam waktu 3 (tiga) bulan
sekali harus mengadakan pemeriksaan kas.

. Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun RKA-PD;
b. menyusun DPA-PD

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan Anggaran PD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan perjanjian/kerja sama dengan pihak lain
dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggungjawab PD yang dipimpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang

dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan Anggaran PD yang dipimpinnya;

. menetapkan PPTK dan PPK-PD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang mempunyai tugas

lainnya meliputi :

a. menyusun anggaran kas PD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Batuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

: Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang mempunyai

wewenang meliputi :

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki

wewenang dan tanggung jawab meliputi :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang
Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang
sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penggunaanya;

d. menngunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan
Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;




KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

h. mengajukan wusul pemusnahan dan penghapusan atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan

i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada

Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Pengguna Anggaran atau

Pengguna Barang menunjuk :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-
PD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi Tata Usaha
Keuangan Perangkat Daerah;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberi
wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
satu Program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan Pendapatan Daerah; dan

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah berdasarkan Pertimbangan kompetensi Jabatan,
Anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya serta memperhatikan
larangan rangkap jabatan yang berlaku.

Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Pengguna Anggaran
atau Pengguna Barang wajib menyusun :

laporan realisasi anggaran;

. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

. laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

" on oo P

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA, Pejabat Pengguna Anggaran sysu Pengguna
Barang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung
Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

: Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, wajib mempertangungjawabkan pengelolaan uang

yang menjadi tanggung jawabnya :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;




f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMuara Sabak

Tembusan, kepada Yth :

1

o n

Gubernur Jambi di Jambi.

2. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3.
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Sabak.

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
di Muara Sabak.

Yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR |4
TENTANG

TAHUN 2025

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN

NO SATUAN KERJA
NAMA / NIP GOL JABATAN STRUKTURAL NAMA / NIP gop,| EATAN GIRUELURAL S
NON STRUKTURAL
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | SEKRETARIAT DAERAH Sapril, S.IP IV/d | Sekretaris Daerah Taufik Hidayat I1/c | Fungsional Umum
NIP. 19690419 198908 1 001 NIP. 19790915 201408 1 001
2. | SEKRETARIAT DPRD Drs. Berilyan IV/c | Sekretaris DPRD Muhammad Anwar, SE III/b| Fungsional Umum
NIP. 19680820 198908 1 002 NIP. 19850111 200701 1 002
3. | INSPEKTORAT DAERAH Drs. Hadi Firdaus, M.Si IV/c | Inspektur Rahmat Ghafar, SP II1/b| Auditor Pertama
NIP. 19670722 198908 1 001 NIP. 19830819 200803 1 001
4. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. Ali Fahruddin, MPA IV /c | Kepala Bappeda Deni Rahmanto, A.Md 1lI/b| Fungsional Umum
DAERAH NIP. 19761113 199511 1 001 NIP. 19841205 201101 1 008
5. | BADAN KEUANGAN DAERAH Nusirwan, SE IV/ec | Kepala Badan Keuangan Daerah Wiyono, A.Md Ill/¢ | Fungsional Umum
NIP. 19680908 199403 1 007 NIP. 19760819 199703 1 004
6. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sularto, S.Kom IV/b | Kepala Badan Kesatuan Ridho Hamid, SE IlI/c | Kasubbag Umum
NIP. 19740101 200501 1 018 Bangsa dan Politik NIP. 19820313 201001 1 016
7. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN Angga Harisumartha, S.STP.MH IV/b | Kepala Badan Kepegawaian dan Hermansyah, S.Ak 1I/b| Fungsional Umum
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NIP. 19860315 200412 1 001 Pengembangan SDM Daerah NIP. 19820916 200604 1 012
8. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Helmi Agustinius, SE IV/b | Kepala Badan Penanggulangan Wahyudi I1/d | Fungsional Umum
DAERAH NIP. 19771221 200212 1 004 Bencana Daerah NIP. 19820909 200701 1 014
9. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Gustin Wahyudi, S.STP IV/c | Kepala Badan Penelitian dan Candra Dwi Putra, SE 111/b| Analis Penelitian dan
DAERAH NIP. 19790806 199912 1 001 Pengembangan Daerah NIP. 19960514 201903 1 002 Pengembangan
10. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN Mariontoni, S.Sos IV/c | Kepala Dinas Pemberdayaan Tri Jakaria, SE [I1/b| Analis Laporan Keuangan

DESA

NIP. 19690324 198908 1 001

Masyarakat dan Desa

NIP. 19960209 202012 1 001




PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN

NO SATUAN KERJA JABATAN STRUKTURAL /
NAMA [/ NIP JABATAN STRUKTURAL AMA GOL
/ b " i NON STRUKTURAL
1 2 3 4 5 6 7 8
11. | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jakfar, S.Sos IV/c | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Saparida, SE I11/b| Fungsional Umum
DAN PERLINDUNGAN ANAK NIP. 19680612 198810 1 001 Perempuan dan Perlindungan Anak NIP. 19850227 201212 2 001
12. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Dr. Hendriyanto, S.IP. SKM. M.Kes IV/b | Kepala Dinas Pengendalian Arlandi Kasman A, SKM 111/d| Fungsional Umum
KELUARGA BERENCANA NIP. 19770102 199703 1 002 Penduduk dan KB NIP. 19811008 200604 1 010
13. | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Sunarno, SP. Msi IV/c | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Thaurissia, SE 1il/a| Fungsional Umum
NIP. 19730527 199703 1 001 Hortikultura NIP. 19820531 200604 2 010
14. | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Drs. Agus Sadikin IV/c | Kepala Dinas Perkebunan dan Ade Wulandari, SE 11/d| Kasubbag Umum dan
NIP. 19660506 198512 1 001 Peternakan NIP. 19840130 201001 2 018 Kepegawaian
15. | DINAS PERIKANAN Hendri, SE IV/c | Kepala Dinas Perikanan Herman, ST 1/b| Analis Perencanaan
NIP. 19781109 200501 1 006 NIP. 19750723 201001 1 016 Program
16. | DINAS KETAHANAN PANGAN Fajar Alamsyah, SE IV/b | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Amat Antoni I1/c | Fungsional Umum
NIP. 19801122 200604 1 009 NIP. 19820711 200701 1 003
17. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Muhammad Awaluddin, SE IV/b | Kepala Dinas Perindustrian dan Juni Susilawati Ill/a| Fungsional Umum
NIP. 19750328 200212 1 003 Perdagangan NIP. 19801118 200701 2 005
18. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rigo Yudawirja, S.Hut IV/c | Dinas Tenaga Kerja dan Rahmat Ferdian, SH IlI/b| Fungsional Umum
NIP. 19690324 198908 1 001 Transmigrasi NIP. 19940305 202012 1 002
19. | DINAS KESEHATAN Ernawati, S.Kep.Ns.M.Kes IV /c | Kepala Dinas Kesehatan Nur Muhammad, SKM 1il/c| Fungsional Umum
NIP. 19690617 199502 2 001 NIP. 19830316 200803 1 001
20. | DINAS PENDIDIKAN Drs. Muhammad Eduard IV/c | Kepala Dinas Pendidikan Munira, SE ill/a| Fungsional Umum
19740408 199303 1 004 NIP. 19840810 201212 1 001
21. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN Aruji, SH IV/c | Kepala Dinas Kependudukan dan Rachmawati, SE 111/b| Fungsional Umum
PENCATATAN SIPIL NIP. 19681018 200012 1 002 Pencatatan Sipil NIP. 19780122 201001 2 009
22. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Dedy Novrianika, ST. MM IV/b | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hadrawati, SE /b | Fungsional Umum
RUANG NIP. 19771125 200604 1 011 dan Penataan Ruang NIP. 19810718 200801 2 005
23. | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN Syafaruddin, S.IP IV/c | Kepala Dinas Perumahan dan M. Juli Hartono I11/a| Fungsional Umum
PERMUKIMAN NIP. 19671015 198810 1 001 Kawasan Permukiman NIP. 19710721 200701 1 005




PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN

NO SATUAN KERJA UKTURAL
NAMA / NIP GOL JABATAN STRUKTURAL NAMA / NIP GOL SRBATAN ST /
NON STRUKTURAL
1 2 3 4 5 6 T 8
24. | DINAS PERHUBUNGAN Irwanto, 5.80s IV/c | Kepala Dinas Perhubungan Rudi Hartono, A.Md 111/b| Kasi LLAJ
NIP, 19701125 198912 1 001 NIP. 19801110 201001 1 022
25. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Herman Toni, SE. ME IV/c | Kepala Dinas Komunikasi dan Shinta Mariana Manihuruk, A. M 11I/b| Fungsional Umum

26.

27.

28.

29,

31.

32.

33.

34.

35.

36.

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

KANTOR CAMAT MUARA SABAK TIMUR

KANTOR CAMAT MUARA SABAK BARAT

KANTOR CAMAT KUALA JAMBI

KANTOR CAMAT MENDAHARA

KANTOR CAMAT MENDAHARA ULU

NIP. 19780420 200212 1 005

Zekki Zukkarnaen, S.Sos
NIP. 19740331 200013 1 001

Drs. Enizwar
NIP. 19670801 199403 1 004

Drs. Adil P. Aritonang
NIP. 19680831 198810 1 001

Rina Mariana, S.Kom
NIP. 19820915 200604 2 012

Deddy Armadi, SH. MH
19750615 200012 1 004

Zulfaisyal, S. AP
NIP. 19781023 200012 1 003

M. Darohim, SP
NIP. 19770123 201101 1 003

Irwanuddin, S.Ag
NIP. 19741010 200604 1 023

Hermawan, SE
NIP. 19750809 200604 1013

M. Junaidi, SP, Msi
NIP. 19770717 200212 1 006

Ediyanto, S.Pd
19701028 200012 1 002

/e

/e

IV/e

IV/b

/e

V/a

m/d

V/a

l/c

V/b

V/a

Informatika

Kepala Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

Camat Muara Sabak Timur
Camat Muara Sabak Barat
Sekretaris Kantor Kecamatan
Kuala Jambi

Camat Mendahara

Camat Mendahara Ulu

NIP, 19850715 201101 2 016

Maryani, ME 111/b| Fungsional Umum

NIP. 19850130 201001 2 001

Muhammad Prayogi, SE I11/a| Fungsional Umum

NIP. 19930412 202012 1 001

Ahmad Yani I1/d | Fungsional Umum

NIP. 19830307 200801 1 002

Suratmi, SE 111/ b| Fungsional Umum

NIP. 19860322 200501 2 003

Mahmudah Hayati, A.Md 111/ b |[Fungsional Umum
NIP. 19800601 200903 2 005

M. Said 11/d |Fungsional Umum
NIP. 19810504 200801 1 003

Suryadi 1I/d |Fungsional Umum
NIP. 19670727 200701 1 050

Muhammad Rionaldi, SE 11I/c |Kasubbag Keuangan
NIP. 19831012 201001 1013 dan Perencanaan
Hanafi I1/¢ | Fungsional Umum
NIP. 19801111 200906 1 001

Lili Hariyati, S. Sos I11/c |Kasi Trantib

NIP. 19841223 200701 2 005

Leni Marlina, SE 11l /a|Kasubbag Program dan

NIP. 19790707 200701 2 008 Keuangan




PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN

NO SATUAN KERJA
NAMA / NIP GoL JABATAN STRUKTURAL NAMA / NIP Facij,| AT CAEAIR S AL ]
NON STRUKTURAL
1 2 3 4 5 6 T 8
37. | KANTOR CAMAT GERAGAI Iduar Aidi, SKM IV/a | Camat Geragai Hamidah, SE Il1/a| Fungsional Umum
NIP. 19680808 198903 1 008 NIP. 19840104 200501 2 003
38. | KANTOR CAMAT DENDANG Surya Aldian, S.IP. MH IV/a | Camat Dendang Kartini, SE 1I1/b| Kasubbag Keuangan
19811212 200212 1 003 NIP. 19730904 200701 2 001
39. | KANTOR CAMAT RANTAU RASAU M. Yani, SE IV/b | Camat Rantau Rasau Ellyana Winarsih, SE /b | Fungsional Umum
NIP. 19701115 199903 1 002 NIP. 19810328 200501 2 006
40. | KANTOR CAMAT BERBAK Nopi Ardiansyah, SH IlI/d | Camat Berbak Paimin II/d | Fungsional Umum
NIP. 19800904 201001 1014 NIP. 19810317 200906 1 001
41. | KANTOR CAMAT NIPAH PANJANG Amri Juhardy, S.IP IV/b | Camat Nipah Panjang Sutrisno, SE 1l1/a| Fungsional Umum
NIP. 19730613 199303 1 002 NIP. 19790612 201001 1 008
42. | KANTOR CAMAT SADU Faisyal, SH 11/d | Camat Sadu Khairul Nifar 111/a | Fungsional Umum

NIP. 19801014 200803 1 001

NIP. 19770514 200606 1 009
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